
Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

. ;t,'~~ 
q. "///// ~/ \.(;, 

SUATU TINJAUAN HUKUM TERHAD '? . /~_l/J(f; )';! 
KEDUDUKAN JURU SIT A DALAM PENA . . 'fi:i!~~ <Ci 

PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK '~j#/ 

SKRIPSI 

Diajukan Dalam Rangka Memenuhl 
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan 

Gelar Sarjana Hukum 

OLEH 

YURLITA 

NPM : 99 840 0129 

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MEDANAREA 

ME DAN 

2 o o· 4 

• 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
FAKUL TAS HUKUM 

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIP$1 
L PENYAJI 

NA.M·A · 
NPM · 
BIDANG 

JUDUL SKRIP$1. 

II. DOS EN "PEMBIMBING 

1.N·AMA 
' JABATAN 
TANGGALPERSETUJUAN 

TJ\J"'DA TANGAN 

2 .. NAMA 
JABATA~ 
TA.~GGAt PERSETUJUAN 

. TANOA TANGAN 

Ut PANITIAUJIAN SKRIPSI 

1. KE:;TUA . 

2. SEKRETARfS 

3 .. PENGUJI I 

. 4. PENGUJt 'II 

: YU :RLfTA 
: 99 ·8"40 0129 
: . HUKUM .PEROATA 
; SOATU TINJAUAN··H~KUM'TefUtAOAP· KEDUDUKAN 

. JURU _SIT A DALAIVI P-ENAGIHAN PAJAK TERHADAP 
WAJIB· PAJAK . 

: H. ABDuL Mtlt$, SH, MS· 
: OOSEN PEMSIMBING I 
; 15 Q '.. 2 

,. 

: HJ. RAHMANIAR, MS, M.HUM 
: OOSEN PEMBIMBING H 

: ······f.±::·~·· ·· .. -·~-·~-·-..... ;~ ... ~ . 
:.H.GiiULAMMUHAMMAO,Sit. M •• • ~ . 

. . 
: ELVl ZAHARA \.UBIS, :SH. M.H.UM 

:· H. -ABDUl:- MUIS~. SH~~ MS· 

: 'HJ, 'RAJ-fMANt~ "SH. t.1~HUM 
. _..--/ 

D~tujui 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PF:NGANTAR 

Bi smi ll ahi rra hrnan i rrahi 111 , 

Syukur alham lulilluil penulis panjatkan Kehadirat ,\llah SWT yang tclah 

tltengkaruni akan kesehatan dan kelapangan herpikir kepada penulis sehingga 

akhirn a tuli san ilmiah dalam hL:ntuk skripsi ini dapat juga tcrselesaik<-~n oleh 

p ... nu li 

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada .lunjungan kita Nahi 

Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita senlUa. 

Skripsi pcnulis 1111 be1:judul "Suatu Tinjauan Hulmm Tcrhadap 

Kedudukan .Juru Sita Oalam Pcnagihan Pa.jal{ Tcrhadap Wajib~ Pajak ". 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk rnernenuhi persyaratan dalam mencapai 

gelar Sarjana 1-lukurn eli Fakultas 1-lukum Universitas medan Area jurusan 1-lukum 

Keperdataan. 

Dalam rnen yelesaikan tulisan ini penulis telah banyak rnendapatkan hantuan 

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin 

mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepacla : 

Bapak Syafaruddin, Sl-1, M.I-Ium, selaku Dekan pada Fakultas Hukum 

Universitas Meclan Area , 

Bapak H. Abdul Muis, Sl-1, MS. selaku Ketua Bidang Hukurn Keperdataan 

Fakultas 1-lukum Universitas Medan Area, dan sebagai Dosen Pembimbing I 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

penulis, 

lhu Hj. Rahmaniar. Sll, M.llum, selaku Dosen Pernbimbing II penulis. 

Bap~1k dan lbu Dosen clan sekaligus Staf Administrasi eli f<akultas Hukum 

Universitas Mcdan Area. 

Rekan-rekan se-almamater. 

Pcnulis juga mcngucapkan rasa lcrima-kasih yang lcrhingga kcpada kcdua 

orang tua pcnu lis, J\ln1. i\ yahanda scrta I bunda tcn:i nta I bu yang Ielah mcm0cri kan 

pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu eli hari - hari kemudian nantinya. 

Semoga kasih-sayang mcrcka !clap mcnyertai penulis. Terima-kasih juga buat suami 

tercinta, dan anamla tcrsayang semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita 

selamanya. 

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi m1 bermanfaat bagi kita 

semua. 

II 

Medan, J ul i 2003 

YURLITA 
NPM: 99 840 0129 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR lSI 

' 

ABSTRAKSI 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR lSI ................. ... ... .. ..... ...... ...................... .. ........ .... ...... .. . 

BAB I. PENDAHULUAN ..... ... .. .. .. ..... ................. ... ... .... ..... .. ...... . 

A. Pengertiat1 dan Penegasan Judul 

B. Ala sa n Pemilihan Judul 

C. Permasalahan 

D. Hipotesa 

E. Tujuan Pembahasan 

F. Metode Pengumpulan Data 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJURUSITAAN 

A. Pengertian Juru Sita 

13. Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan ......... . ...... ................ . 

C. Tugas Kejurusitaan di Bidang Perp~jakan 

D . .i uru Sita Dalam Peradilan Perdata . ........................... .. 

E . .luru Sita Di Luar Peradilan 

BAB III. TIN.I/\LJAN UMUM TENTANG HUTANG PAJAK 

A. Pengcrtian Pajak 

Ill 

:·,Jiaman 

Ill 

1 

3 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

I 1 

II 

13 

19 

22 

36 

32 

32 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

B. Pengertian 1-lutang Pajak 

C. Sebab Tin~bulnya Hutang Pajak 

BAB IV . KEDUDUKAN .J URU SITA DALAM PENAGIJ-IAN PAJAK 

41 

44 

DITIN.JAU DARI HUKUM PERDATA .. . . . . .. ... . .. ... . . . . ... 48 

A. Kedudukan .Jun.J Sita Terhadap Pihak Ketiga Dalam 

Pclaksanaan Hutang Pajak Wajib Pajak 48 

B. Pelaksanaan Pembayaran Oleh Waj ib Pajak Kepada .Juru 

Si ta Yang Memiliki 1-Iutang Dengan Pihak Ketiga . .. . .. ..... 55 

BAB Y . KES IMP ULAN DAN SARAN .. . .. . . . .. ............... ... .. .. . .... 64 

!\.. Kcsimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMP IRAN 

64 

iv 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BABI 

PENDAHULUAN 

Suatu kcnyat:tan yang tidak dapat disangk ~d hahwa sctiap nwnusra sclalu 

hid up bermasyarabL tidak scorangpun manusra yang clapat hid up send1 i di luar 

ikatan clari apa yang disebut dcngan masyarakat terscbul. 

Dalam /.am:m nHH.Icrcn ini scli;rp orang mcmpunya i kcahlian dalam hidang 

masing-masin g, scpcrti ahl i ckonomi, ahli tcknik, ahli hukum, a l~li perpajakan dan 

lain-lain sebagainya. Keahlian sebagaimana dimaksudkan di atas dijadikan sebagc:ii 

suatu clasar bagi pclaksa naan proksinya masing-masing. 

Tatanan kchidupan sclanjutnya memberikan akibat kepada individu secm·a 

perorangan maupun masyarakat sebagai suatu golongan untuk melakukan 

kewajibannya kepada pcmerintah. Salah satu kewajiban tersebut adalah di bidang 

perp<}jakan. Pajak scbagai bcntuk kewajiban yang nilai serta besarnya telah cliteatukan 

merupakan suatu sisi sumber pemasukan bagi kas negara, dan dipergunakan eli dalam 

mendukung bcr:jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pcmbangunan. 

Sebagai suatu bentuk kewajiban yang dibebankan kcpacla wajib p<~jak, maka 

perihal keberadaan pajak dilakukan berdasarka:.J kebcraclan perundang-unclangan yang 

rnengaturnya, sehingga clengan hal terse but maka pelaksanaan prestasi w~i ib pajak 

c.tas pajak yang dibebankan kcpaclanya dapat clipaksakan oleh negara. Oleh karena 

sifat pcmbayaran paj ak tcrscbut dapat dipaksakan maka pemerintah perlu membcntuk 

baclan-baclan atau lembaga yang berwenar1g mclakukan paksaan atas kew~jiban wajib 
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pajak memhayar pajaknya. Salah satu lembaga tcrsebut adalah juru sita . 
• 

Dalam praktcknya dewasa ini fungsionaris juru sita ini dikcnal dalam lemhaga 

peradilan clan di luar peradilan yaitu : 

1. Peradilan Negcri (UU No. 14 Tahun 1970) 

2 . Pengadilan Tata Usaha Negara (UU No. 14 Tahun 1970) 

3. Pengadilan Agama (UlJ No. 14 Tahun l970jo Ul J No.7 Tahun 19X9) 

4. Tugas kejurusit <lan di haw:d1 Dcpartcmcn Kcuangan c/q Dircktorat .Jcndcral J> :.~jak 

(BPSP) (U U No. 19 Tahun 2000) 

5. Tugas kejurusitaan dalam kaitannya dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 

Negara (KP2LN). (l Jl J No. I 9 Tahun I 960) 

Mcnarik pcmbahasan atas peristiwa hukum kepcrdataan d~liam h.ubungannya 

dengan keberadaan juru sita di bidang perpajaknn ini amatlah rumit, oleh karena itu 

dibutuhkan kehat i-hatian. Hal ini disebabkan tugas juru sita di bidang per~ajakan 

terbit berdasarkan kctentuan perundang-unclangan bukan cleh adanya peristiwa hukum 

seperti adanya putusan hakim atas wanprestasi debitur kepada kreditur. Sehingga 

sangat berhubungan dengan masalah Hukum Aclministrasi Negara. Sebagaimana 

diatur di clalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2GOO tentang 

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang 

berbunyi : " Jurus ita Pajak aclalah pelaksana tinclakan penagihan pajak yang meliputi 

penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 

penyanderaan " . 
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Dalam huhungan yang demikian maka latar belakang pcnclitian ini bcrusaha 

mengetengahkan pcrsoalan yang mcndasar mcskipun kedudukan juru sita sangat kuat 

dalam hal melakukan penyitaan kekayaan wajib pajak, akan tetapi apakah kekuatan 

tersebut dapat mcnghapus kcwajiban wajib pajak atas hutang-hutangnya dcngan 

kreditur yang lainnya. Atau dengan perkataan lain apakah pelaksanaan penyitaan ole11 

juru sita dalam peristiwa hutang pajak dapat mengalahkan peristiwa penyitaan yang 

dilakukan krcditur a l a~; hutang-hutang ckbitur (wajib pajak) dcngan scbab wanprcstasi. 

Hal ini merupakan kaidah pcrdata murni schingga amat menarik untuk 

dilakukan pembahasan selanjutnya. 

A. J>cngertian dan Pcncgasan Judul 

Skripsi i11i bcrjudul " Suatu T[njamm llulwm Tl~rhadap Kcdudukan 

Juru Sita Dalam Pcnagihan Pajak Terhadap \Va,jih Pa.jak ". 

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena 

1a dapat menggamharkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah 

dimaksud . 

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi i.ni lebih mendalam, penulis akan 

menegaskan pengertian judul skripsi ini, yaitu : 

Suatu Tinjauan Hukum Terhaclap adalah suatu penilaian setelah melakukan 

peke~jaan meninjau, atau mcrnberikan suatu pandangan dcngan aspek-aspek 
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penilaian menurut hukum .1 

Kedudukan berarti tempat, jabatan, atau tempat yang memberikan sifat 

kewenangan kepada scscorang atau suatu lembaga. 2 

Jurusita clalam hal ini adalah juru sita pajak yang oleh Pasal I ayat (3) Pcraturan 

Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 

Penagihan Pajak Dcngan Sural Paksa yang bcrbunyi : " .lurusila Pajak adalah 

pclaksana tindakan pcnagihan pajak yang mclipuli pcnagihan sckctika dan 

sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan ". 

Penagihan pajak dalam Pasal I ayat ( 4) Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 

2000 tcntang Tala Cant 1\;nyitaan Dalam Rangka Pcnagihan Pajak Dc:~gan Sural 

Paksa yang bcrbunyi : " scrangkaian tinclakan agar penanggung paj41k melunasi 

utang pajak dan hiaya penagihan pajak clengan menegur atau memperingatkan, 

melaksanakan pcnagihan sckctika dan sckaligus, mcmberitahukan sural paksa, 

mengusulkan pcn,..:cgahan, melaksanaan penyitaan, melaksanakan penyamkraan, 

menjual barang yang telah disita ". 

Terhadap Waj ib Pajak adalah merupakan objek dari pelaksanaan sita pajak 

clilakukan. 

Dengan uraian di atas clapatlah dipahami bahwa pembahasan yang clilakukan 

penulis aclalah eli sekitar aclanya tinclakan yang diambil oleh juru sita r~iak untuk 

1 W.J.S . J>o,: rwadarminta, Kamus Umum /Jalwsa Indonesia, PN. Balai 
Pustaka, 1984, hal. 578. 

2 Ibicl, hal. 321. 
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rnelakukan tugas-tugasnya di bidang perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak 

melakukan kewajibannya meskipun telah diberitahukan surat penagihan pajak, dan 

wajib pajak tersebut terkait pula dengan masalah hutang piutang dimana kekayaannya 

dijadikan sebagai jaminan atas hutang piutangnya tersebut. 

B. Alasan Pemilihan .Judul 

Scbagaimana diterangkan scbclumnya bahwa sangat sulil mcnarik tclaah dm·i 

segi keperdataan lcrhadap kedudukan juru sita eli biclang perp::~jakan. Hal ini 

disebabkan keberadaan j uru sita tersebut da lam melakukan tugasnya bukan disebabkan 

oleh wanprestasinya wajib pajak. Karcna apabila w;:~jib pajak wanpreslasi di biclang 

perp~jakan maka secara langsung wajib pajak akan mendapatkan sank~i atas tidak 

clipenuhinya kew::~jibannya membayar pajak. Tetap: bukan hal yang demikian te~jadi 

tc~rhadap tugas-tugas kejurusitaan di bidang pajak ini . 

Mcmbicarakan kcberadaan jm u sita pajak pacla dasarnya adalah 

membicarakan kedudukan aparalur negara yang berada di bawah lembaga Departemen 

Keuangan , sehingga clalam menjalankan fungsi-fungsinya hal tersebut .Juga 

memberikan akibat bahwajuru sita pajak adalah aparatur administrasi negara. 

Untuk m enarik pembahasan dalam penelitian ini dihubungkan dengan 

masalah keperdataan maka penelitinn ini harus menelaah kasus-kasus keperdataan. 

Dalam landasan pemikiran yang demikian dicoba mengetengahkan kedudukan juru 

sita dalam pelaksanaan tugasnya menyita kekayaan wajib pajak, sementara eli sisi 

lainnya wajib pajak Ielah menjaminkan kekayaannya sebagai jaminan hLitang piutang. 
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Dengan demikian alasan dari pemilihan judul penelitian ini adalah berusaha 

untuk mengetahui apakah kekuatan hukum pelaksanaan tugas juru sita dihubungkan 

dengan adanya putusan hakim pengadilan negeri terhadap harta kekayaan wajib pajak, 

serta apakah tugas juru sita pajak dapat dilaksanakan dengan adanya putusan lain yang 

merupakan putusan pengadilan negeri tentang kekayaan w~jib pajak. Hal ini 

merupakan suatu hal yang sangat mcnarik untuk lcbih lanjut diadakan pcnclitian 

dalam bentuk skripsi. 

C. Permasalahan 

Dalam mcmpermuclah pembahasan ilmiah penulisan suatu karya atau skripsi 

maka perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan _indul karena 

permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan pada 

bab selanjutnya. 

Adapun pcrmasa lahan yang bcrkenaan clengan judul skripsi ini adalah : 

1. Apakah tindabn juru sita pajak dalam menyita harta kekayaan wajib p~jak clapat 

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. 

2. Apakah Keputusan Mari sucla.h memenuhi kekentuan hukum perpajakan dalam 

kaitannya dengan hukum perclata 

U. Hipotesa 

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

diajukan. 
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" Sebelum permasa lahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka 

permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypothesa, 

karena hypotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka 

h.arus cliuji kcbenarannya dcngan jalan penelitian ·' . 3 

.J ad i hipotcsa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji 

kebenarannya dalam pcmbahasan-pembahasan bcrikutnya. Dengan dcmikian yang 

menjadi hipotcsa ]K'nulis da lam skripsi ini adalah : 

I. Tindakan juru sita pajak dalam menyita harta kekayaan wajib p<~jak dapat 

clikatakan scbagai perbuatan melawan hukum, jika wajib p~jak memenuhi unsur-

unsur sebagaimana dialur eli dalam PAsal1365 KUl-1 Perdata. 

2. Keputusan Mari sudah mernenuhi kckcntuan hukum pcrp<:~jakan dalau1 kaitannya 

dcngan hukum pcrdata, apabila haria wajib pajak Ielah dijaminkan scbagai sualu 

jaminan yang pcmbayarannya harus didahulukan. 

E. Tujuan Pcnulis:m 

Adapun tujuan pembahasan ini adalah: 

1. Melalui pcmbahasan ini pcnulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk 

mencapai gelar Sm:jana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area 

Jurusan l~lukum Keperdataan. 

3 Abdul Muis, Pedoman Penu/i.mn Skripsi dan Metode Penelitian Hukum , 
Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3. 
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2. Dengan dibahasnya judul ini maka diharapkan dapat menambah suatu pandangan 

tentang perkembangan dari hukum pajak itu sendiri khususnya menelaah 

kedudukan juru sita pajak di bidang keperdataan. 

3. Bagi masyarakat luas juga diharapkan pembahasan ini dapat memberikan masuka.n 

kepada masyarakat luas tentang tugas-tugas juru sita pajak serta kedudukan 

mereka dan penyitaan harta kekayaan wajib pajak . 

F. Metodc Pcngumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk 

mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi m., 

dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu : 

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) 

Disini pcnuli s rncl akukan pcnelitian dengan cara rnempclajari bahan-hahan bacaan 

yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literaiLtr-literatur 

yang mendukun g penulisan dan pembahasan skr .. psi penulis ini . 

2. Field Research (Penelitian Lapangan) 

Dalam penyempurnaan penelitian penuli :; melakukan penelitian secara langsung di 

lapangan, yang dilakukan dengan cara meHgadakan wawancara kepada pihak­

piha.k yang berwenang memberikan informasi di lokasi penelitian, serta 

mempelajari Putusan Mari Reg. No. 1059 K/Pdt/1 '.)99 perkara kasasi perdata 

antara Mulyadi Rcncong Oci, Cs (PT. Sejahtera Bank Umum) melawan 

Pemerintah Republik Indonesia .cq. Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar 
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G. Sistematika Pcnulisan 

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis 

sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai 

beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai bcrikut: 

Bah I. PENDAIILJLUAN. 

Dalam bah pcndahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah 

tuli san ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan 

Judul , Pcrmasalahan, Hipotcsa, Tujuan Pembahasan, Metode Peng.1mpulan 

Data scrta S istemati ka Penul isan. 

Bah II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJURUSITAAN 

Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang : Pengertian .Juru Sita, 

Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan, Tugas Kejurusitaan eli Bidang 

Perpajakan, .Juru Sita Dalam Peradilan Pcrclata serta .Juru Sira Di Luar 

Peraclilnn. 

Bah III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PAJAK 

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pajak, 

Pengertian Hutang Pajak, Sebab Timbulnya Hutang Pajak. 

Bab IV. KEDUDUKAN .JURU SITA DALAM PENAGIHAN PAJAK DITfNJAU 

DAR! HUKU M PERDATA 

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Kecludukan Juru Sita Terhadap Pihak 
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ketiga Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Pajak Wajib P::~jak , 

Pclaksanaan Pcmbayaran Olch Wajib Pajak Kepada .luru Sita Yang 

Memiliki Hutang Dengan Pihak Ketiga. 

Bab V. KES IMPULAN DAN SARAN. 

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan 

Saran-Saran. 
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BABH 

TIN.JAUAN UMUM TENTANG KE.JURUSITAAN 

A. Pengcrtian .Juru Sita 

Kecuali fungsi kejurusitaan yang terdapat pada Badan Peradilan (Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Agama), Juru sita juga dikenal eli badan lain di luar badan 

Peradilan. 

Apabila wajib pajak !alai melaksanakan kcw<:~jibannya melunasi pajak yang 

terutang maka juru sita pajak menyerahkan salinan surat paksa dengan pemberitahuan 

dim pernyataan serta penyerahan kepada wajib pajak. Seja.k saat itu juru sita pajak 

bertugas sesuai clengan undang-undang No. 19 Tahun 2000 ".entang Pembahan Atas 

Undang-Undang No. I 9 Tahun I 997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat J>qksa. 

Menurut Pasal I ayat (6) UU No. 19 Tahun 2000 juru sita pajak aclalah 

pelaksana tinclakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, 

pemberitahuan sural paksa, penyitaan dan penyanderaan. 

Menurut Pasal 5 ayat (I) UU No. 19 Tahun 2000 juru sita bertugas : 

1. Melaksanakan sural perintah penagihan seketika dan sekaligus 

2. Memberitahukan ~; urat paksa 

3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah 

melaksanakan penyitaan clan 

4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan sur::tt perintah penyancleraan. 
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Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No: 954/KMK/004/ tahun 1983 

(ditetapkan eli Jakarta tanggal 31 Descmber 1983, berlaku pada tanggal I Januari 

1984) lihat juga Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 26 Agustus 1957 No.: 

156837/IN. ditentukan: 

Pasal 1 : .luru sita ialah karyawan tertentu Direkto.·at Jenderal Pajak yang ditunjuk 

dan diangkat dengan surat Keputusan Kepala lnspeksi Pajak. 

Pasal 2 Juru sita bcrtugas untuk mcnyampaikan sural paksa mclaksanakan sita 

tindak lanjut dalam me laksanakan penagihan pajak-pajak Ncgara, yang 

dike lo la oleh Direktorat Jenderal Pajak . 

Pasal 3 .luru sita sebclum mclaksanakan tugasnya diambil sumpah terlebih 

dahulu oleh Kepala lnspeks i P::~jak (dan seterusnya). 

Tugas clan kewajiban seorangjuru sita meliputi : 

Melakukan penagihan clan sural paksa; 

Melakukan perintah penyitaan ; 

Melakukan penjualan clengan lelang atas barang-barang yang telah disita. 4 

Yang climabud surat paksa tersebut adalah surat perintah dengan paksa 

kepada " wajib Pajak '' untuk membayar pajak. Dengan dimuatnya kata berkepala 

"Demi Keadilan l3erdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" surat paksa itu ; ~: cmpunyai 

kekuatan untuk dapat dijalankan (eksekutorial), sebagaimana putusan-putusan Badan 

Peradilan (yang bers ifat "gewijsde") dan lazim disebut "uiterlijke gewijsde" (suatu 

·I Socbyitkto, Teulang Kejurusiltum, Dalmn Pmklik Pertuliltm Pert/ala , 
Penerbit Djambatan, Jakarta , 1993, hal. 56. 
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putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) . 

Ini berarti bukan semata-mata isinya mengandung "penetapan hak" atau 

hukum saja, melainkan juga realisasinya atau ini pun berarti pula bahwa surat paksa 

itu berkekuatan yang sama seperti "grosse akte" sebagaimana putusan Hakim dalam 

perkara perdata (penafsiran terhadap pasal 22·~ HIR = pasal 258 RBg, kalimat 

pertama). 

Yang berwcnang untuk menerbitkan surat paksa, adalah pejabat yang ditunjuk 

sebagai yang demikian itu (Menteri Keuangan) untuk pajak yang. Surat paksa 

ditujukan pada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya, dalam batas yang 

telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak atau kohir itu atau lewat atau telah lewat. 

B. Pelaksanaan Tugas Kc,jurusitaan 

Sebagaimana diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh juru sita harus sesuai 

clengan apa yang ditugaskan kepadanya, karena tugas-tugas tersebut termasuk dalam 

pengawasan clari Mahkamah Agung (pasal 32 ( 1) (2) (3) ( 4) (5) clari UU No. 14 tahun 

1970 tennasuk di dalamnya dengan melihat : 

Kemampuan eli biclang teknis dan administrasi. 

Moralitas dan peri lakunya. 

Dalam pasal 3 89 HIR, pasal 717 RBg, dinyatakan bahwa semua 

pemberitahuan (exploit) yang dilakukan oleh seorang juru sita harus ternyata eli dalam 
' . 

risalah "tertulis" (schrittclijke Relaas) seperti keadaan sebenarnya dan merupakan 

~;epucuk surat akta (otcntik) sama dengan akta yang dibuat Notaris, maka isi akta 
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tersebut meliputi antara lain : 

Awal akta/L1kta non isi. 

Praemeo (dasar hukum pelaksanaan tugas). 

Komparasi (siapa yang dipanggil atau subyek). 

lsi akta (materi pokok akta). 

Penutup. 

14 

Secara formal harus dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewerang dan 

ditunjuk untuk itu, scdangkan material tidak cacat artinya aktaa dibuat scsuai dcngan 

data obyekti r waktu i tu, tanggal dan sebagainya. 

Oleh karena sepucuk sural yang dijalankan oleh juru sita (pemanggilan, 

pemberitahuan, tcguran , pclaksanaan, sita dan sebagainya) itu seoora formal 

merupakan suatu akta otentik, maka petugas juru sita dalam menjalankan kewajiban 

itu harus dengan seksama, cermat, meneliti dan kewajiban yang hagaimana yang harus 

ditunaikan, sebab dari akta (berita acara, risalah) tersebut akan membawa akibat 

pelaksanaan Peradilan berikutnya, misalnya : Risalah panggilan persidangan perkara 

gugat-ginugat. 

1. Isi/materi pokok yang harus disampaikan kepada yang bersanf~kutan (yang 

dipanggil di persidangan) harus diberit<ihukan tentang: 

1--laknya bahwa saksi yang di dengar eli persidangan. 

Sural yang akan d iaj ukan sebagai buk ti dalam perkara terse hut. 

Menerangkan bahwa gugatan/hantahan yang diajukan oleh penggugat tersebut 

clapat dijawab baik secara lisan maupun tertulis yang clitanda-tangani olehnyal 
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mereka sendiri atau oleh kuasanya yang sah yang dapat diajukan pada waktu 

sidang tersebut (untuk tergugat). 

Dan sebagainya. 

Kecuali itu seringkali timbulmasalah dalam pelaksanaan pemanggilan, misalnya : 

Apakah petugas(juru sita tersebut dapat bertemu serta berbicara pribadi dengan 

yang bersangkutan. 

Bagaimana dalam hal alamat yang bersangkman tak diketemukan, tak dikenal 

atau yang bersangkutan sudah meninggal. 

Bagaimana menghaclapi kesulitan pemanggilan clan sebagainya, karena letak 

geografis (pulau) atau antar pulau clan sebagainya. 

Kesemuanya hal tersebut eli atas (contoh risa:ah) panggilan siclang harils dilakukan 

dengan teliti dan cermat serta harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab 

(imperatit). Tidak dilakukannya hal tersebut akan berakibat. 

Dirugikannya pencari keadilan (justisiabel), terutama yang kurang awam 

tentang seluk beluk dan tata cara (proseclur) pemeriksaan persidangan 

Peradilan. 

Timbulnya cacat panggilan/pemberitahuan yang menyebabkan panggilan/ 

pemberitahuan tidak sah dan harus diulang kembali dan bahkan dapat 

menunda/ menghambat proses persidangan. 

Bertentangan clengan asas peraclilan cepat, sederhana clan murah ('i i.-;le pasal 4 

(2) UU No. 14 tahun 1970). 

Di dalam Praktek sering ·terjadi bahwa pemanggilan/pemberitahuan dilakukan 
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' 
secara sambil lalu, dengan tidak jelas tempat, waktu, kapan, di mana atau lewat 

perantaraan 'tanpa dilakukan sendiri oleh petugas itu (misalnya kebetulan bertemu 

di tempat perbelanjaan, di tempat olah raga dan sebagainya. 

Kat'ena itu para pencari keadilan yang tersangkut dalam perkara (subyek) sewaktu 

di muka sidang, menyatakan dengan tegas "tidak pernah mcrasa dipanggil/ 

diberitahu". 

2. Untuk daerah hukum suatu pengaclilan (negeri) (kewenangan serta "luas ket:ia" 

juru sita) vide pasal 65 (2) UU No. 2 tahun 19815 jo. pasal 105 UU No. 7 tahun 

1989 kadang-kadang menimbulkan kesulitan di dalam hal luas geogTafi daerahnya 

yang berserak-serak (antar kepulauan), sehingga apa yang ditentukan dalam pasal 

... 
122 HIR, tenggang \vaktu pemanggilan yang bersangkutan dan hari persidangan 

lamanya sekurang-kurangnya tiga hari (tidak termasuk hari besar) tidak dapat 

dipenuhi dengan seksama. 

Dalam Praktek pelaksanaan, pemanggilan tersebut dapat diadakan dengan 

mengingat waktu pemanggilan dan jarak tempat persidangan dan mengambil 

waktu agak panjang. 

Juga dalam Praktek antar pulau sering dijumpai cara pemanggilan (apabila subyek 

pemanggilan banyak) dengan menggunakan surat panggilan bersama (masale 

relaas) atau j ika diperlukan dengan menggunakan komunikasi ratio (SSB, 

radiogram) dan surat rcsminya mcnyusul kemudian. 

3. .Jadi pada pokoknya pcmanggilan, pcmberitahuan tersebut di atas p~::!a asasnya 

harus disampaikan secara Iangsung kepada yang berkepentingan, untuk mana ada 
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baiknya surat panggilan demikian dapat ditanda-tangani oleh yang bers,mgkutan 

(betekenen). Asas ini (penyampaian kepada orang yang bersangkutan sendiri 

ditentukan dalam pasal 390 (1) HIR, pasal 718 (l) RBg.) dan apabila tak bertemu 

dengan orang itu dilaksanakan menurut ketentuan pasal 390 (1 ), (2), (3) HIR pasal 

718 (2), (3) RBg. 

Penyampaian surat pemanggilan, pemberitahuan yang tidak langsung, bukan 

merupakan suatu jaminan bahwa surat/risalah tersebut, benar tclah sampai pada yang 

berkepentingan (misalnya Kepala Desa !alai memberitahukan kepada yang 

berkepentingan, walaupun berkewajiban demikian), akan tetapi kewajiban ini tak 

disertai sanksi apa-apa, bahkan mengingat hahwa kalimat terakhir pasal 390 (1) "akan 

hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum" maka dalam Praktek prosesst1al di muka 

persidangan cendcrung pemberitahuan pemanggilan demikian dianggap sebagai fakta 

yuridis, walaupun jelas merugikan kepada yang bersangkutan (yustisiabel). 

Berpijak dari uraian tersebut di atas, secara format yang harus diperhatikan 

oleh petugas juru sita terse but adalah : 

Apakah petugas juru sita Pengadilan Negeri itu telah menanda-tangani surat 

panggilan/pemberitahuan dan sebagainya, bahwa ia telah melakukannya. 

Apakah catatan petugas tersebut dijelaskan dengan siapa ia bertemu atau berbicara 

dan sebagainya (lazimnya ada catatan untuk ini). 

Jika tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri, apakah surat 

panggilan itu sudah disampaikan kcpada Kcpala Dcsa. 

Ketika memanggil tergugat hendaknya diserahkan juga sehelai surat teiltukan hak 
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(gugatan). 

Sesudah eli register, dicatat perihal panggilan itu, maka perintah itu harm clicatat 

clalam surat gugat asli dan seterusnya. 

Diingat waktu tenggang pemberitahuan clan persiclangan sekurang-kurangnya tiga 

hari. 

Dan seterusnya. 

Batas limit waktu hari sebagaimana disebut dalam pasal 122 HIR itu, 

berhubungan dcngan proscdurc pcrnanggilan yang harus dilakukan sccara palut. Dan 

panggilan itu clilakukan sccan:1 patut jika telah dilakukan lewat prosedur semestinya 

dilakukan oleh petugas (juru sita) yang dilakukan dengan mengingat sumpah 

jabatannya, eli tempal kediamannya (yang clipanggil) atau tempat tinggalnya atau 

apabila pihak yang dipanggil itu ticlak ada eli tempat, maka surat panggilan 

disampaikan kepada Kepala Desa. 

Limit waktu tiga hari (pasal 122 HiR) atau pasal 146 RBg. Sebagaimana 

ditentukan clalam pasal-pasal itu, juga clijumpai dalam ketentuan pasal 26 (4) PP. No. 

9 tahun 1975 yang n1enentukan batas tiga hari sebelum sidang clibuka atau gugatan 

perceratan. 

Menurut pasal 391 1-1 I R, untuk menghitung waktu yang ditentukan dalam 

Reglement (HIR) maka hari mulai waktu itu bc~rlaku turut dihitung. Jacli tidak turnt 

dihitung waktu hari berlakunya pemanggilan, tetapi yang dihitung hari esoknya . .Jika 

pemanggilan dilakukan pada Senin, maka tenggang waktu itu berlaku mulai hari 

Selasa. Dalam pasal lt:rscbut tidak clikatakan tentang hari kerja. 
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Jadi jika sidang akan diadakan hari Kamis tanggal 27 Juni 1991, sedang hari Selasa 

tanggal 25 Juni 1991 jatuh hari libur, tentunya ]ika dipergunakan pengertian hari kerja, 

pemanggilan sekurang-kurangnya harus dilakukan pada Jum'at tanggal 21, se:1ab 

setelah . hari k~rja aclalah Sabtu, Senin dan Rabu. Maka yang dimaksud dalam 

ketentuan itu adalah tiga hari (tanpa keterangan hari ket:ia) sehingga berarti hari libur 

ikut dihitung. Sehingga apabila sidang diadakan pada tanggal 27 .I uni 1991, (hari 

Kamis), pemanggilan cukup dilakukan pada Sabtu tanggal 21 Juni 1991, yang 

ditengahnya terdapat tiga hari kosong yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. 

C. Tugas Kc_jurusitaan di Bidang Pct·pajakan 

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa .JllrU sita pajak berkt>dudukan 

sebagai petugas atau pegawai eli lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan 

bidang tugas di bidang penagihan pajak dengan surat paksa. 

Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak berwenang memasuki dan 

memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk 

rnenemukan obyek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat 

kedudukan atau eli tempat tinggal penanggung pajak, atau di t~mpat lain yang dapat 

diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita. 

Juru sita pajak berkewajiban : 

Memperlihatkan tanda pengenal juru sita pajak, 

Memberitahukan dengan pernyataan dalam penyerahan surat paksa. 

Membuat berita acara pemberitahuan SLtrat paksa (SP) 
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Menyampaikan surat perintah melaksanakan penyiataan (SPMP) 

Membuat berita acara pelaksanaan penyitaan 

Membuat lampiran berita acara pelaksanaan sita, 

20 

Menempelkan segel sita pada barang-barang yang telah disita, hila dianggap perlu. 

Menempelk<ln surat paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat, 

Meninggalkan surat paksa (salinan) dalam hal penanggung pajak menolak 

menerima salinan surat paksa. 

Juru sita pajak dapat mcminta bantuan kcpada Kepolisian, Kejaksaan, 

Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah Setempat, Badan Pertanahan Nasional, 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, -Pengadilan Negeri , Bank atau pihak lain dalam 

rangka melaksanakan pencegehan pajak. 

Juru sita pajak setelah dididik dan disumpah ditempatkan pada kantor pejabat 

untuk penagihan pajak pusat/daerah tertentu. Yang dimaksud dengan kantor pusat 

ialah Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang be1tugas memungut pajak-pajak pusat di seluruh Indonesia. 

Sedangkan yang dirnaksud dengan Kantor P~jabat Daerah ialah Kepala Dinas 

Pendapatan Propinsi , Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota, yang bertugas 

rnemungut pajak-pajak daerah eli seluruh Indonesia. Juru sita p«jak melaksanakan tax 

law enforcement dan merupakan ujung tombak, aparat hukum dan sekaligus adalah 

penegak hukum khusus di bidang perpajakan. 

Kedudukan juru sita pajak adalah sangat strategis dalam kantor pejabat 

penagihan pajak pw;at/daerah, ia harus bekerja profesional, merupakan benteng 
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te.rakhir dalam rangka pengamanan penagihan pajak negara. Berhasilnya tugas juru 

sita pajak tergantung sepenuhnya pada bobot, keterampilan, keuletan, kejelian, mental 

yang dimiliki olehnya, apalagi bertugas sep~nuhnya eli lapangan dengan segala 

konsekuensi yang beraneka ragam coraknya. DI lapangan juru sita pajak adakalanya 

menghhadapi rintangan-rintangan dari wajib pajak ataupun dari pihak ketika yaitu 

dt;!ngan jalan ancaman--ancaman fisik maupun non tisik. 

Dalam hal tc~jadi suatu pcristiwa atau keadaan yang mendcsak dan untuk 

menjaga kemungkinan te~jadinya sesuatu yang akan mengakibatkan p<:~jak yang 

terutang tidak dapat clitagih, maka pejabat cliberi wewenang untuk menerbitkan surat 

perintah penagihan sckctika dan sckaligus. Scdangkan salah satu tugas jurusita pajak 

adalah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus sampai tuntas. 

Secant preventif elimaksuel agar penerimaan negara eli sektor perpajakan dapat 

diamankan dalam waktu yang singkat. 

Juru sita p<~jak berwenang melakukan tinclakan tersebut eli atas (Undang­

Unclang No. 1 <) Tahun 2000 Pasal 6), dalam rangka pengamanan penerimaan negara 

dari sektor perpajakan apabila: 

1. Penanggung pajak · akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau 

berniat untuk i tu, 

2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang elimiiiKi atau yang dikuasai 

clalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau peke~jaan 

yang dilakukannya eli Indonesia. 

3. Terdapat tanda-tancla bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan 
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usahanya, atau rnenggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 

memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan 

perubahan bentuk lainnya. 

4. Baclan usaha akan clibubarkan oleh negara atau 

5. Tetjacli penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga <~tau terdapat 

tancla-tancla kepailitan. 

Surat , perintah penagihan seketika clan sekaligus sekurang-kurangnya 

memuat: 

1. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak clan penanggung pajak, 

2. Besamya utang pajak, 

3. Perintah untuk membayar clan 

4. Saat pelunasan hutang pajak. 

Surat perintah penagihan seketika dan se:u1ligus diterbitkan sebelum 

penerbitan surat paksa. Logika hukum clari penagihan seketika clan sekaligliS tanpa 

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dimaksuclkan ialah clalan1 rangka 

pengamanan dan pcngawasan penerimaan negara eli sektor perpajakan, 

Apabila terdapat unsur-unsur yang ada pacla Pasal 20 Unclang-Unclang No. 6 

Tahun 1983 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 KUP, maka pejabat segera 

mengeluarkan sural perintah penagihan pajak seketika clan sekaligus. 

D .. Juru Sita Dalam Peradilan Pcrdata 

Untuk itu perlu clibatasi pengertian para fungsionaris (en) yang langsung 
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bertugas cia lam Badan Peraclilan (vide pasal 10 a + b UU No. 14 taht.n 1970) dan 

fungsionaris dalam baclan peradilan clan eli luar Baclan Peradilan yang melaksanakan 

tugas kejurusitaan antara lain dapat disebut : 

a. Peradilan Negeri /Umum. 

b. Peradilan Agama 

c. Tugas kejurusitaan eli bawah Departemen Keuangan s/q Direktorat Jenderal Pajak. 

d . Tugas kejurusitaan dalam kaitannya dengan Badan Urusan Piutang Ncgara 

(BUPN). 

Ad.a. (I) Berlandaskan pada ketcntuan I-IIR (Stb. 1941 No. 44 jo. RBg. 1927 No. 

227) scbaga imana bcbcrapa kali Ielah diubah dan ditambah. 

(2) UU No. 13 tahun 1965 

(3) UU No. 14 tahun 1970 

(4) UUNo, 2tahun 1986 

Ad.b.(1) Pacla saat berlakunya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka 

berdasarkan pasal 109 UU ini: 

(a) Stb. 1882 No. 157 jo. Stb. 1937 No. 116 dan 610 

(b) Stb. 1937 No. 638 dan 639 

(c) PP. No. 45 tahun 1957 LN. 1957 No. 999 

(d) Pasal63 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 LN. 1974 No. I TLN. No. 3019 

dan No. 236 a RIB (Stb. 1941 No. 44) clinyatakan tidak berlaku. 

Dengan demikian sejauh mengenai kejurusitaan ini harus digunakan apa 

yang clitentukan dalam bab 2 paragraf 3 No. 38 s/cl pasal 42, pasal 103 , 
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(2) Undang-Undang No. I tahun 1974 LN. 1974 No. I 

(3) PP No. 9 tahun 1975, TLN. No. 3050. 
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Ad.c. (I) Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Agus ' us 1957 No. 1586 37/JN. 

(pengangkatan juru sita). 

(2) UU Penagihan Pajak Negara No. 19 tahun 1959. 

(3) Dan sebagai nya (Dircktiva-Direktiva). 

Ad.d. (l) ULJ No. 49 Prp. 1960 (LN. tahun 1960 No. 156) tentang Panitia lJrusan 

Piutang Negara. 

(2) Keputusan Presiden No. II tahun 1976 tentang PUPN dan fHJPN . 

(3) Dan sebaga inya. 

Perlu diingat bahwa pengaturan-pengaturan tersebut sernata-mata mengikuti 

tugas fungsion al kel embagaan kejurusitaan, karena berbagai pengaturan tentang 

kejurusitaan tersebut di atas dilaksanakan oleh suatu lnstansi justru tidak hanya 

merupakan ketentuan tentang fungsi di atas, melainb n sepintas lintas dijumpai pula 

dalam struktur organisasinya (misalnya juru sita dalam BUPN). 

Dikatakan bahwa jabatan juru sita merupakan suatu jabatan fungsional , 

karena clalam struktur organisasi Baclan Urusan Piutang Negara jabatan juru sita itu 

tidak cliketemukan jabatan struktural. 

Untuk Peraclilan Negeri , dalam pasal 39 UU No. 2 tahun 1986 menentukan 

bahwa setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanyajuru sita danjuru sita pengganti. 
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Pasal 41 UU tersebut dinyatakan bahwa juru sita Pengadilan Negeri diangkat 

dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri (pasal 

41 (2) UU No. 2 tahun 1986 (lihat surat MA RI tanggal 11 Agustus 1970 No. MA 

perihal Pengurusan .Juru sita Pengadilan Negeri) jo. Surat Dir. .Tend. Pembinaan Badan 

Peradilan Umum Departemen Kehakiman tanggal 28 Mei 1984 No. D.KP.04-12-

5668-84 peri hal pengungkatan juru sita. 

Tenaga kejuru sitaan, untuk dan ~cngkapnya bagi Pcngadilan Negeri 

diharapkan agar cliusulkan pengangkatannya, untuk Pengadilan Negeri diharapkan 

agar cliusulkan pengangkatannya, untuk Pengaclilan Negeri kelas I A max. 5 orang, 

untuk Pengadilan Negeri kelas II A max . 3 orang, untuk Pengadilan Negeri kelas 11 l3 

max. 3 orang, sesuai surat Di~jen. Badan Peradilan Umum Departemen J(ehakiman 

tanggal 28 Juli 1984 No. DKP. 04/12-1065-84 ten tang pengangkatan juru sita. 

Dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perclata, Panitcra 

Pengadilan Negeri bertugas melaksanakannya (pasal 60 ULJ No. 2 tahun 1986) sedang 

dalam pasal 33 (3) UU No. 14 tahur1 1970 clitentukan bahwa pelaksanaan putusan 

Pengadilan dalam perkara perdata, dilakukan oleh Pm ,itera dan juru sita dipir.1pin oleh 

Ketua Pengadilan (Penyebutan Ketua Pengadilan tanpa disertai sebutan Negeri). 

Dalam pasal 38 UU No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa pada setiap 

Pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti. .ladi 

berdasarkan LJU ini lembaga kejurusitaan ditempatkan dalam kedudukan baik 

struktural dan teknis fungsional. 

Dalam pascd 39 ditentukan : 
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(1) Untuk dapat di angkat mcnjadi juru sita seorang calon harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Beragama Is lam. 

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

e. Berijazah scrcndah-rcndahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

f. Berpengalaman sekurang-kurangnya ·s (lima) tahun scbagai Juru sita 

Pengganti . 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru sita Pcngganti, seorang ca lon harus memcnuhi 
' ' 

syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Syarat sebagaimana dimaksud clalam ayat (I) huruf a, b, c, dan e. 

b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri 

pada Pengad ilan Agama. 

Dalam pasctl-18 UU No. 7 tahun 1989 menentukan: 

(I) Juru sita diangkat dan cliberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua 

Pengadilan Agama; 

(2) Juru sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan Agama. 

Sebelum memangku jabatannya Juru sita dan Juru sita Pengganti diambil 

sumpahnya menurut Agama Islam oleh Ketua Pengaclilan Agama (vide pasal 41 UU 

tersebut di atas). 

Larangan rangkapan atau jabatan (incombtability) misalnya merangkap sebagai 
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wali pengampuan dan pejabat yang berkaitan elengan perkara yang eli elalamnya seneliri 

ia berperkara, dijumpai ketentuannya dalam pasal 42. 

Apabila ketentuan tersebut eli atas elibanelingkan elengan apa yang ditentukan 

elalam Undang-Undang No. 2 tahuH 1986 tentang Peradilan Umum (vide Bab fi 

Paragraf 3, pasal 39, 40, 41, 42 dan pasal 43, akan nampak isi materi yang paralel , 

baik mengenai eksistensi persyaratan menjadi .Jlll'U sita dan .l uru sita Pengganti, 

pengangkatan clan pcmhcrhentian, sumpah dan larangan rangkapan jabatan 

(incomtabilitas). 

Dalam pasal 65 Undang-Undang No. 2 t'tlmn 1986 tentang Peradilan Umum 

menenh1kan tugas jurusita : 

(I) a. Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua sidang; 

b. Menyampaikan pcngumuman, teguran-tcguran, protcs-protes dan 

pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara berclasarkan ketentuan 

undang-undang. 

c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. 
0 

d. Membuat bcrita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada 

fihak yang berkepentingan. 

(2) Juru sita berwenang melakukan tugasnya eli claerah hukum Pengaclilan yang 

bersangkutan 

Pasal66 

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas juru sita diatur oleh Mahkamah 

Agung". 
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Ketentuan-ketentuan tersebut eli atas juga didapatkan dalam pasal I 03, pasal 

11)4, pasal 105 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agann yang 

nampaknya mengandung isi yang sama. 

Tentang pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, 

Panitera/Sekretaris clan .Jun1 sita eli. claerah hukumnya clan dilakukan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri i\gama ditentukan dalam pasal 53 Undang-Undang No. 2 tahun 

1986 Peraclilan Umum dan pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tcntang 

Peradilan Agama. 

Apabila dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa Hukum 

Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam · tingkungan Peradilan Agama adalah 

1-lukum Acara Perclata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan I 'eraclilan 

Umum, kecual i yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, akan tetapi dalam 

pasal 68 UU No. 2 tahun 1986, dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai 

Hukum Acara yang berlaku bagi Perad.lan Umum diatur clengan undang-unclang 

tersendiri. Sedang undang-undang tentang 1-Iukum Acara yang berlaku bagi Peradilan 

Umum (yang merupakan produk Legislatif Nasional) belum terbentuk maka jelaslah 

bahwa berdasar ketentuan pasa l 5 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 , maka 

hukum acara perdata pacla Pengaclilan Negeri clil akukan menurut peraturan-peraturan 

RI terclahulu yaitu RIB untuk Jawa, HIR, Stb. 1848 No. 16, jo. Stb. 1941 No. 44 dan 

untuk luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227 (ditegaskan dalam SEMA No.2 1964 

dan SEMA No. 3 tahun 1965). 

Adapun kctcntuan seperti dimuat dalam pasal 54 Unclang-Undang No. 7 tahun 
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1989 itu pada hakekatnya sesuai dengan sifat khusus Hukum Acara Ferdata bagi 

P•~radilan Agama, terhadap hukum acara yang bersifat urnum (lex specialis derogat lex 

generalis). Kecuali itu pembuat undang-undang yang rupanya bermaksud dengan 

landasan pada pelaksanaan ketentuan dan asas-asas tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970, LN. I 970 No. 74, TLN No. 295 I). Dan dengan 

mengindahkan kecludukan Peraclilan Agama yang merupakan Peraclilan khusus clengan 

kewenangan mengadi li perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tcftc11tu, 

sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal I 0 ayat I U U No. I 4 tahun I 970 (si f ~lt 

khusus). Maka kcanekaragaman yang te~jadi dalam rangka sistem da11 Tata Hukum 

Nasional yang bcrdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar I 945 segera 

berakhir. (Penjelasan atas Undang-Undang Rl No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama). 

Pclaksanaan "Putusan Pengadilan" (eksekusi) eli bawah perintah dan eli bawah 

pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (diatur clalam pasal 195 ayat ( 1) I-IIR atau pasal 

206 ayat ( 1) RBg. Kewenangannya (formal) beracla eli tangan Ketua Pengaclilan 

Negeri yang melimpahkan kewenangannya tersebut berarti Ketua Pengaclilan Negeri 

itu yang memerintahkan eksekusi dan sekaligus memimpin jalannya eksekusi itu (eks 

officio); lihat pasa l 33 ayat 3 UU No. 14 tahun 1970. Sedangkan perintah tersebut eli 

atas harus clilakukan dengan suatu penetapan (beschiking), ketentuan mana bersifat 

imperatif (pas a I 197 ayat ( 1) HIR) dan pasal 208 RBg.) Ketentuan demikian 

mengandung arti bahwa yang bertanggung jawab baik formal maupun material 

terhadap jalannya operasional eksekusi itu tetap Ketua Pengaclilan, sekalipun sudah 
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ada pelimpahan ''wewenang" pelaksanaan tersebut kepada Panitera dan juru sita, 

apabila ada 
0 0 

penytmpangan-penytmpangan cia lam eksekusi. Sebalil~nya tug as 

pelaksanaan operasional tersebut yang dibeban-limpahkan kepada Panitera/juru sita, 

harus clilakukan clengan cleclikasi yang tinggi serta tanggung jawab yang mantap 

sempurna pula. Tugas pelaksanaan meliputi/mulai tindakan permulaan pacta sita 

eksekutorial , pengosongan, penyerahan barang yang clilelang sampai pada penyerahan 

dan penguasaan pcl aksanaan secant nyata barang yang dicksekusi itu. Maka penman 

tugas kejurusitaan dcngan demikian sukar dibantah. 

Oleh karena itu, clalam Bab berikut ini akan diuraikan tentang praktik 

pelaksanaan tugas kejurusitaan berlandaskan kctentuan hukum posit:r yang masih 

berlaku dewasa ini pada Pengaclilan Umum terlebih clahulu, dan kenntdian yang 

berlaku clalam pelaksanaan tugas kejurusitaan pacla Pengaclilan Agama sebagai 

komparatif. 

K .Juru Sita Di Lua r Pcradilan. 

Kecuali fungsi kejurusitaan yang .erclapat pacta Baclan Peraclilan (Pengadilan 

1'fegeri dan Pengadilan Agama), Juru sita juga dikenal eli badan lain eli luar badan 

Peradilan. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 954/KMK/004/ tahun 1983 

(ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1983, berlaku pada tanggal 1 Januari 

1984) lihat juga Keputusan Menteri Keuangan Rl tanggal 26 Agustus 1957 No.: 

15683 7 /IN. di tentukan : 
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Pasal 1 

Jl 

Juru sita ialah karyawan tertentu Direktorat .Jenderal Pajak yang ditunjuk 

dan diangkat dengan surat Keputusan Kepala lnspeksi Pajak. 

Pasal 2 : .Juru sita bertugas untuk menyampaikan surat paksa melaksanakan sita 

tinclak lanjut clalam melaksanakan p;!nagihan pajak-pajak Negara, yang 

dikclola oleh Dircktorat .Jencleral Pajak. 

Pasal 3 : .Juru sita sebelum melaksanakan tugasnya diambil sumpah terlebih dahulu 

oleh Kcpala lnspcksi Pajak (dan scterusnya). 

Tugas clan kewajiban scorangjuru sita meliputi : 

Melakukan penagihan dan surat paksa; 

Melakukan perintah penyitaan; 

Melakukan penjualan dengan lelang atas barang-barang yang telah disita 
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BAR III 

TIN.JAUAN UMUM TENTANG IlUTANG PA.JAK 

A. Pengertian Pajal< 

Perihal mengenai perpajakan secara umum diatur di dalam Undang-Undang 

No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan UU 

no. 16 Tahun 2000. Pada dasarnya Undang-Undang ~o. 16 Tahun 2000 tentang 

P.erubahan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1983 mengatur 

secara umum tentang badan-badan y2ng clikenai p~jak, fungsi dan kegunaan pajak clan 

lain-lain yang secara umum mengenai perpajakan. 

UU eli atas tidak ada memberikan pengertian tentang pajak. Pengertian pajak 

secara umum dapat dilihat dari penclapat PJA Andriani yang memberikan batasan atau 

definisi tentang pajak yaitu : 

Hamdan Aini memberikan batasan atau clefinisi tentang pengertian p~jak 

sebagai betikut : 

Pajak adalah iman kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, clengan tidak menclapat 
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk clan yang gunanya aclalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan clengan tugas negara . . s 
untuk menyelenggarakan pemermtahan. · 

Kemudian menurut Suparmoko , memberikan batasan sebagai berikut : 

" Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang clapat dipaksakan 

5 Hamdan Aini, Perpajakan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 1. 
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dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak 

kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain sebagainya ". 6 

Setelah diteliti dari dua batasan atau definisi tersebut di atas maka dapat 

dimengerti bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil, hanya dapat dipisahkan 

Unsur-unsur pemungutan pajak dapnt diuraikan sebagai ber'ikut: 

a. Pajak aclalah iuran yang clipungut oleh negara 

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, hal ini sangat penting karena 

pungutan negara berupa pajak ini secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mengurangi pendapatan wajib pajak. 

c. Pajak dapat dipaksakan, berarti bahwa bila hutang tidak dibayar, maka hutang itu 

dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, seperti clengan su'fat paksa 

penyitaan dan pelelangan. 

d. Hasil penerimaan pajak cligunakan untuk membiayai keperluan negara. 

e. Ticlak mendapat jasa timbal/kontra prestasi dari negara secara langsung. 

Uraian di atas menunjukkan kepacla -kita bahwa pajak adalah suatu jenis 

pendapatan negara yang dipungut dari rakyat berdasarkan peraturan pe ·undang-

undangan yang dapat dipaksakan, tanpa prestasi atau jasa timbal balik untuk 

menutupi biaya pengeluaran negara. 

Oleh sebab itu pembiayaan paja1c adalah merupakan suatu kewajiban bagi 

seluruh rakyat untuk mempertahankan hidup negara, karena tanpa biaya yang cukup 

6 M. Suparmoko, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, BPFE, 
Yogyakarta, 1997, hal. 94. 
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roda pemerintahan dalam suatu negara dapat menjadi kurang lancar. 

Salah satu kewaj iban pemerintah berdasarkan kekuasaan yang ada padanya 

adalah untuk menggal i keuangan, untuk memenuhi/menutupi pembiayaan-pPmbiayaan 

pengeluaran-pengeluaran seperti rnengadakan pungutan atas pajak. Kewajiban 

lx~rdasarkan kekuasaan ini dilindungi oleh undang-undang, oleh karena sil'at-sil~1t 

p~mungutan memaksa, jadi tidak ada kecualinya ba6i seseorang untuk tidak 

membayar pajak jika dikenakan padanya. 

Dalam pembuatan undang-undang pajak seperti yang diuraikan oleh Rochmat 

Soemitro, bahwa : ·' tiga syarat yang diperhatikan dalam pembuat.m undang-tmdang 

pajak yaitu : syarat yuridis , syarat ekonomis, dan syarat keuangan " . 7 

a. Syarat Yuridis 

Bahwa hukum pajak itu harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu 

untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara dan warganya. .Tadi 

penetapan itu harus sesum dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Akan 

tetapi timbul kesulitannya yaitu bagaimana .cara pemerintah membagi bebannya 

terhadap rakyat, sehingga beban tersebut merata, adil dan sesuai dengan kemampuan 

membayar dari wajib pajak. 

' 
Syarat keaclilan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan haruslah benar-benar 

diperhatikan, baik bagi para pelaksana dalam hal ini para petugas perpajakan dan juga 

7 Rachmat Soemitro, Dasar-dmmr Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan , 
Eresco, Jakarta, 1999, hal. 32. 
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para wajib pajak tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh petugas 

perpajakan itu sendiri. 

Salah satu cara untuk mencegah tindakan . sewenang-wenang oleh aparat 

pelaksana adalah clengan memberikan kesempatan kepada wajib paj_~k untuk 

meng~jukan keberatan apabila clirasakan penetapan jumlah pajak yang harus 

clibayarkan ticlak sesuai dengan peraturan perpajakan. x 

Pcngaturan kcbcratan dalam hal ketctapan pa_iak yaitu tcntang kctctapan 

pajak nihil, Ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan 

ketetapan p~jak lcbih bayar, dapat diajuk:m keberatan pada Dirjen Pajak, ciimana 

dalarn pemeriksaan ini akan ciiperhatikan semua ketidak adilan dan jika hal ini 

dibuktikan maka ketetapan pajaknya akan dihitung kembali atas dasar yang seaclil-

adilnya. 

Namun adakalanya keberatan ini clitolak, maka dalam hal yang demikian 

wajib pajak dapat banding kepada instansi atasan yang terakhir, yaitu Badan 

penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan UU No .• 7 Tahun 1997. 

a. Syarat .Ekonomis 

Pemerintah harus selalu mengingat bahwa : 

1) Pajak harus dapat dibayar clari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurang1 

kekayaan rakyat. 

8 Ahmad Yani, llubungan Keuanga11 Antam Pemerintllll Pusat dan Daemll 
di Indonesia, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002, hal. 17. 
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2) Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian. 

Jl Pajak tidak boleh merugikan kebahagian rakyat (umpamanya pajak atas barang-

barang sandang, pangan yang memberatkan). 

4) Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yarlg tepat (misalnya sehabis panen) . 

.Jadi pacta prinsipnya pemungutan pajak harus didasarkan guna peningkatan 

perekonomian masyarakat, atau pemungutan pajak tidak boleh mengurangi ketentuan 

yang ada. 

b. Syarat Kcuangan 

Pemerintah harus sclalu mcngingat atau mclihat kcuangan ncgara, apabila 

dalam suatu penagihan pajak diperhitungkan lebih besar biaya pemungutan"dari pacta 

basil yang diperoleh maka sebaiknya pajak tersebut dihapuskan. 

Dari uraian pengertian pajak yang telah dikemukakan eli atas clapat cliketahui 

bahwa fungsi pajak adalah menutupi biaya pengeluaran sehubungan dengan tugasnya 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain mengisi kas negara 

yang disebut clengan fungsi buclgetair. 

Menurut Ibnu Syamsi fungsi budgetair adalah : 

" Fungsi yang letaknya eli sektor publik clan pajak-pajak clisini merupakan alat atau 

suatu sumber untuk menentukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang 

pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara ". 9 

9 Jbnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Rineka 
Cipta, Jakarta, 1994, hal. 185. 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

37 

Dcngan pcrkembangan perpajakan dewasa ini, fungsi pajak bukan hanya 

s~ :bagai fungsi budgetair melainkan semakin berkembang lagi dimana pajak dapat 

digunakan pemerintah sebagai alat untuk menyelenggarakan politiknya di lapangan 

sosial, ekonomi, buclaya maupun di lapangan moneter. Fungsi pajak yang clemikian ini 

disebut clengan fun gs i mengatur (Regulerencl). 

Dengan demikian suatu peraturan pajak yang diterapkan harus mengingat 

tttjuan pemungutan pajak bukanlah semata-mata demi keadaan kas pcmerintah, akan 

tetapi tujuan yang lcbih penting adalah untuk mengingatkan kcs~jahtcraan rakyat. 

Pengertian pajak itu secm·a umim1 memiliki unsur yang sama, namun pajak tersebut 

mempunyai pcrhedaan hil a ditinjau dari segi sifat-sifatny:1 dan cir i-ciri tcrtcntu yang 

ada pada masing-mas ing jeni s pajak. 

Sifat-sifat te rbentuknya perbedaan p<.~j ak aclalah sebagai bcrikut: 

1. Pajak pribad i (perorangan) 

2 . Pajak kebendaa n 

3. Pajak atas bertambahnya kekayaan 

4. Pajak atas pemakaian (komsumsi) 

5. Pajak atas kekayaan 

6. Pajak yang menambah biaya produksi. 

Sedangkan pembagian pajak berdasarkan ciri -ciri tertentu pcla sctiap pajak 

yang ciri tertentunya bersamaan dimasukkan daJam suatu golongan yaitu : 

1. Pajak subyekti f dan pajak obyektif. 

2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung 
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3. Pajak Umum/Negara dan pajak daerah. 

Di samping penggolongan seperti di atas, masih ada penggolongan 

b!:rdasarkan ciri-ciri pajak, namun dalam kaitannya dengan penulisan sktipsi ini tidak 

ada, maka penulis hanya menguraikan penggolongan di atas sebab sering dijumpai ada 

hubungannya dengan pajak daerah. 

Yang dinamakan pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama­

tama kesadaran prihadi wajib pajak, untuk mcnctapkan pajaknya dicarilah alasan­

alasan yang obyektif yang berhubungan dengan keadan-keadaan materilnya yaitu gaya 

pikulnya. 

Tentang fakta - f~1kta apakah yang mcncntukan gaya pikul itu, apakah 

faktor pendapatan atau kekayaan, R. Santoso Brotodiha~jo, tidak memp'et·soalkan 

sebagai contoh dari pajak jalan, dan pajak jalan dipungut dari perseorangan atau badan 

hukum. Mengenai p~jak obyektif selalu memberikan pengertian seperti termuat di 

dalam uraian ini . 

Pajak obyektif pertama-tama nJelihat kepada obyeknya yang selain dari pacla 

benda, dapat pula berupa keadaan, perubahan atau peristiwa yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban membayar p:.~jak, kemudian barulah dicari subyekny<t (orang 

atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan obyek, 

· subyek itu berkediaman eli Indonesia ataupun tidak. Subyek mempunyai hubungan 

tertentu dengan obyek, itulah yang ditunjuk sebagai subyek yang harus membayar 

pajak. 
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Pengertian pajak obyekti f sehagaimana dikemukakan di at~s, serupa dengan 

pengertian pajak yaitu pajak-pajak yang obyektif herpangkal kepada obyeknya dan 

untuk dapat mengenakan pajak itu dicarinya orang-orang (subyeknya). 

Selain dari pada benda maka obyek dari pajak ini dapat pula terjadi karena 

keadaan perbuatan atau peristiwa, yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk 

membayar pajak, dalam hubungan ini dapat diberikan contoh antara lain : keadaan 

ialah : pajak kendaraan bcrmotor, dan scbagainya. Perbuatan ialah Bea Balik nama 

kendaraan bermotor, Pajak penjualan dan sdJ.againya. Pcristiwa ialah yang pernah 

dilakukan eli Indonesia. 

Jenis-jenis pajak yang dapat digolongkan pada pajak subyektif antara lain : 

I. Pajak pendapatan 

2. Pajak kekayaan 

3. Pajak perseorangan. 

Sedangkan pa jak obyektif an tara lain adalah : Pc~jak Kenclaraan bermotor. 

Penggolongan ini dirasakan sangat berguna untuk memberikan gambaran 

kepada baclan atau lembaga yang be1'wenang dalam rangka penggunaan peraturan 

pajak. 

Pajak langsung aclalah Pajak yang clipungut secara priodik(berkala) menurut 

kohor-kohir (claftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain daripada tindasan­

tindasan dari surat-surat ketetapan p~jak kohir tersebut disimpan menurut cara 

tertentu pula. 
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Dari unu an tersebut di atas di atas dapat diketahui bahwa pajak langsung 

adalah pajak yang langsung dikenakan kepada w<~jib pajak secant periodik (berkala) 

ditentukan lebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus dipikul 

sendiri oleh wajib pajak. 

Kemuclian yang climaksucl p~jak ticlak langsung yaitu j:mjak yang harus 

dipungut kalau ada suatu ketika terdapat suatu peristi wa a tau perbuatan seperti 

rrienyerahkan barang tidak bergerak, pembuatan akta, dan sebagainya lagi pula pajak 

illi tidak dipungut <.kngan sural kdetapan pajak, jadi tidak ada kohirnya. 

Dengan rumusan eli atas pajak t_idak langsung adalah p~jak yang 

pemungutannya dilak ukan secara berkala dan tidak berkohir, pemungutan pa_iak tidak 

langsung dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kcadaan, perbuntan atau 

tjndakan yang dapat mengakibatkan terjad inya pengenaan pajak, dilakukan bilamana 

tc~jadi pernindahan hak atas sesuatu barang tak bergerak seperti bea materai, bea balik 

nama, bea wmisan dan sebagainya. 

Pajak umum dan pajak daewh berclasarkan atas kcwenanangan dalam 

pelaksanaan pemungutannya, dimana pajak umum atau disebut juga P~jak Pusat 

(Pajak negara) , pmungutannya selalu 'dilakukan oleh pemerintah pusat. Seclangkan 

pajak claerah pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

Pengertian pajak umum clan pajak claerah ini berkaitan erat dengan bunyi 

pasal 18 Unclang-Undang Dasar 1945 berbunyi : Pembagian Daerah Indonesia atas 

daerah besar clan kecil , dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan clengan 

Undang-Undang dcngan memandangi clan mengamatf clasar permuswaratan dalam 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

41 

sistem pemerintahan negara. clan hak - hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat 

i:>timewa. 

H. Pengertian Hutang Pajak 

Secara langsung pada bagian ini disebutkan bahwa hutang p~jak itu adalah 

sebuah nilai yang harus dibayar oleh seseorang yang terkena wajib p~jak dan telah 

menerima surat terhutang pajaknya. 

Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tcntang pcrubahan UU No. 9 

Tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan 

Tata Cant Perpajakan pada Pasal I ayat (8) . dikatakan bahwa pajak yang terutang 

adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak 

atau clalarn bagian tahun p~jak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 10 

Telah diketahui, bahwa hutang pajak pelunasannya dapat clipaksakan secara 

langsung. Walaupun paksaan ini dimungkinkan bukan hanya untuk pajak saja 

(misalnya juga untuk sumbangan dan retribusi) , namun sebaliknya dapat clikatakan, 

bahwa jika kemungkinan memaksa secara langsung ini tidak ada, maka kita tidaklah 

berhadapan dengan pajak. Untuk pajak paksaan langsung dengan cara - cara yang 

dilindungi oleh hukum ini (misalrfya penyitaan yang disusul dengan penjualan 

barang-barang itu di muka umum, bahkan pal~saan badan yang dinamakan 

penyanderaan atau gijzeling) memang sangat diperlukan, yaitu untuk meratakan 

10 Edisi lengkap, Undang-Umlang Pajak Taltun 2000, Salemba Empat, 
Jakarta, 2000, hal. 4. 
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beban itu sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat: Jadi dengan cara 

memaksa negara tnL:mikulkan kewajiban kepada seseorang untuk menycrahkan 

st:bagian dari kekayaannya. Dengan demikian timbullah suatu 

kewajiban yang konkret untuk melakukan suatu prest::tsi kepaC:a negara dengan 

perkataan lain : kini timbullah suatu perikatan yang berdasarkan 11ukum publik. Perlu 

kiranya diuraikan sekarang, sampai dimanakah berlakunya ketentuan-ketentuan 

hukum Perdata dalam hal ini. 

Dari ajaran dalan1 hukum perdata kita kctahui, bahwa pada sctiap pcrikatan 

selalu terdapat sekurang-kurangnya seorang krcditur, dan eli antara mereka ini 

terdapatlah suatu huhungan hukum. 

Selanjutnya dapat ditinjau hutang pa.i ~- k ini pertama-tama sebagai li+ubungan 

hukum, antara siapa harus ditentukan dengan nyata, sebab baik pada pihak kreditur 

maupun pada pihak debitur, mungkinkah terdapat kesulitan-kesulitan karena kurang 

terangnya hal ini. Misalnya kemungkinan bahwa negara mengenakan suatu pajak 

untuk daerah otonomnya seperti provinsi , kotamadya dan lain-lain, adalah besar, dan 

dalam hal demikian, walaupun material yang menjadi kreditur itu adalah badan 

otonom tersebut, tetapi hubungan hukum yang ada ialah antara yang berutang pajak 

dengan negara (yang menetapkan pajak) itu, dan di samping itu terclapatlah hubungan 

hukum yang lain sifatnya antara negara itu dengan pemcrintah daerah yang 

~ bersangkutan. 

Demikian pula adanya clengan yang berutang p~jak. Umumnya yang berutang 

p~jak ini terdiri clari seseorang yang tertentu. Ada kalanya ditentukan dalam Undang-
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Undang Pajak , bahwa di sam ping orang tertentu itu, ada orang-orang lain (kadang­

kadang dengan syarat tertentu), yang ditunjuk supaya turut bertanggung jawab atas 

hutang pajak . 

Adapun apakah raswnya maka pembuat undang-undang (pajak) menunjuk 

orang luar turut bcrtanggung-_jawab alas scsuatu hutang pajak, dapat didasarkan atas 

beberapa pertimbangan, yaitu : 

a. Supaya dapat mcnarnbah pmman bahwa piutang pajak dapat dilunasi pada 

waktunya, sedangkan bagi orang yang ditunjuk tidak ada keheratan apapun, sebab 

jika kemudian ternyata perlu yang rncmbayarnya toh akan dapat menerima 

kembali uangnya clengan mudah (misalnya dalam aturan Bea Materai, para 

penandatangan suatu akta kemudian akan saling dapat menagihnya, yang..satu dari 

yang lainnya). 

b. Orang yang bcrutang pcrtama sukar diJapatkan, tetapi orang yang ditunjuk clapat 

dengan mudah menemuinya (misalnya warisan : mengenai tanggung jawab 

pelaksana wari san, executor testamentair, jika segenap ahli waris berada eli luar 

negeri). 

c. Orang-orang yang ditunjuk terpaksa mau, sebab karena kesalahannyalah orang 

yang berutang pcrtama tidak melunasi hutang pajaknya. 

Dcmikian alasan-alasan yang diclapatkan untuk dapat mcngcrti maksucl dan 

tujuannya. Dalarn hubungan ini rnemang perlu dibedakan antara orang yang berutang 

pertama clan orang-orang yang turut bertanggung-jawab. Siapa yang dinamakan yang 

berutang pertama umumnya tidak sukar dijawab, apalagi dalam golongan pajak 
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langsung dalam pengertian ekonomis. Dalam uraim~ tentang pajak langsung dan pajak 

tidak langsung telah diketahui pula, apakah yang climaksudkan dengan pembedaan 

dalam pengertian ekonomis ini. 

Jika pajak pendapatan (sebagai salatu · dari pajak langsung) mengatakan 

h!ntang orang yang dikenakan pajak, maka dapatlah disimpulkan bahwa orang inilah 

yang berutang pajak, hegitu pula halnya dengan Pajak Pcrseroan. 

C. Sebab Timbulnya Hutang J>ajak 

Berdasarkan atas RAO (Deutsche Reische Abgabcn Ordnung) yang mcmuat 

dasar untuk semua pajak di Jerman sebelum perang Dunia [1, Profesor Adriani adalah 

penganut ajaran, bahwa hutang pajak telah timbul langsung karena undattg-undang. 

Demikian pula halanya dcngan anggapan Hoge Raacl sebagai hakim terakhir clan 

tertinggi eli Nederland, juga dalam soal-soal Pajak. 

Menurut ajaran yang disebut ajaran material, timbulnya hutang pajak adulah 

karena bunyi ut~dang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asalkan 

clipenuhi syarat : terdapatnya suatu Tatbestand karena oleh undang-undang timbulnya 

hutang pajak clihubungkan dengan aclanya suatu tatbestancl, yang terdiri dari keadaan­

keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbatasan tertentu. Yang sering 

te1jadi adalah karena keadaan, misalnya pajak-p<uak yang sangat penting (yaitu atas 

suatu penghasilan atau atau suatu kekayaan), dikenakan atas keadaan-keadaan 

t:konomis si wajib pajak (walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya 

karena perbuatan-perbuatannya). Karena suatu keadaan dapat pula misalnya dikenakan 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

45 

suatu pajak berdasarkan pemilikan kendaraan bermotor, mempunya1 senjata ap1, 

mempunym anjing. Juga perbuatan-perbuatan dapat menimbulkan hutang pajak, 

terutama pajak tidak langsung seperti pembuatan minuman keras, pemasukan barang­

barang dari luar negeri, lagipula penempatan modal pada suatu perseroan terbatas 

(ABM Pasal 93 clan 94) penyerahan kuitansi (ABM Pasal 38), dan juga semua 

pedanjian pemindahan harta-harta tetap (Undang-Undang 13ea Balik Nama P<lsal I). 

Timbulnya hutang pajak karena peristiwa clapat clilihat dalam semua peralihan karena 

warisan atau wasint i:>timewa dari harta tetap atau kapal terdaftar yang ditinggalkan 

oleh orang-orang yang bertempat tinggal tcrakhir di Indonesia, selain timbulnya 

hutang pajak karena undang-undang juga hutang pajak dapat juga timbul karena piscus 

/pemungut pajak mengeluarkan surat ketaatan pajak (ajaran formil) . 

Pertanyaan tentang saat te~jadinya hutang pajak kepentingannya hanya 

dirasakan insidental (sekali-kali). Contoh-contoh berikut dapatlah 

menggambarkannya: 

a) Dalam hal akan diadakan pembagian dalam suatu kekayaan, misalnya jika hakim 

telah menet~pkan , supaya harta kekayaan perkawinan dipisah bagi kedua pihak 

masing-masing, timbullah pertanyaan : Hutang-hutang pajak manakah yang harus 

dibebankan kepada kekayaan itu, misalnya dalam hal hidup terpisah menurut pasal 

233 KUH Sipil. 

b) Dalam hal faillissement perlulah lembaga perpajakan sebagai kreditur yang 

didahulukan mengetahui adanya hutang p~jak yang melekat pada harta pailit. 

c) Juga dalam pelaksanaan Undang-Undang P<:jak, perlu diketahui tentang adanya 
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hutang-hutang pajak suatu ketika, yaitu jika hend<tk diadakan penyusunan hagian-

bagian suatu kekayaan , agar dapat menetapkan Pajak Kekayaan atal' agar dapat 

menentukan hesarnya Bea Warisan. Selain itu mungkin timbul pertanyaan, apakah 

saat hutang pajak yang telah terutang, tetapi helum keluar ketetapannya, dapat 

dipergunakan untuk mengurangkan hasil kotor, agar supaya mendapatkan hasil 

bersihnya yang dikcnakan pajak. 

Selanjutnya dalam hagian ini perlu pula diuraikan tentang tr~ori-teori 

pemungutan pajak. karena dengan diketahuinya teori tersebut maka akan didapatkan 

keadilan dalam hukum pajak. 

Adapun tcori-teori pemungutan pajak tersebut adalah : 

1. Teori asuransi. 

Negara bertugas melinclungi rakyat clan harta bendanya oleh karena itu rakyat 

harus membayar premi pacla negara berupa pajak, Tetapi sebetulnya negara tidak 

pernah memberikan ganti rugi anclaikan tet:iadi musibah. 

2. Teori kepentingan. 

Pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara. Maki11 banyak 

membutuhkan kepentingan, maka besar pula pajaknya. 

' 
3. Teori gaya pikul. 

Bahwa pajak dibayar scsuai dengan gaya pikul seseorang, dan untuk mengukur 

daya pikul, selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga besarnya pengeluaran 

sesemmg. Besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan 

kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk 
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kebutuhan primer. 

4. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti). 

Berlawanan pada ketiga teori di atas bahwa negara dibentuk kClrena ada 

persekekutuan individu, oleh karena itu individu harus membaktikan dirinya pada 

negara berupa pembayara!l pajak, Dasar hukum p<~jak adalah terletak dalam 

hubungan rakyat dengan ncgara. 

5. Teori azas gaya beli. 

Teori ini mcnitik beratkan pada rungsi mengatur dari pungutan p<~jak. 



Yurlita - Suatu Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Juru Sita dalam Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kesimpulan 

BABV 

KES.IMPULAN DAN SARAN 

64 

1. Kedudukan JUru sita terhadap pihak ketiga dalam pelaksanaan penagihan 

hutang pajak kcpada wajib pajak memiliki sifat didahulukan ,x~mbayarannya 

daripada krcditur-kreditur lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasdl 19 ayat (6) 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Tetapi cla1am prakteknya khususnya 

kasus MARl Reg. No. I 059 K/Pdt/1 999 kctentuan terse but tidctk berlaku, 

dimana dalam kapasitas ini tetap keadilan menetapkan bahwa hak tanggungan 

tetap mcrupakan hak yang istimcwa dalam hutang p;utang. 

2. Pelaksanaan pembayaran olch wajib pajak kcpada juru sita yang mcmiliki 

piutang dengan pihak ketiga dihubungkan dengan kasus kasus MARl Reg. No. 

1059 K/Pdt/1999, tetap didahulukan pembayarannya kepada r.-ihak ketiga 

(kreditur) karena dalam hal ini kreditur tersebut adalah kreditm· preferen yang 

dalam lmtang piutang pembayarannya didahulukan, dan setelah itu baru wajib 

pajak melakukan pembayaran atas hutang pajaknya. 

B. Saran 

1. Agar terdapat suatu kepastian hukum di bidang hutang piutang maka putusan 

Mahkamah Agung RI Reg. No., I 059 K/Pdt/1999 menurut pem.llis hcndaknya 

dapat dipertahankan terhadap kasus-kasus yang s~rupa di kemudian hari. 
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2. Agar mcndapatkan kcpastian hukum di hidang pcmhayaran yang didahulukan 

hendaknya keberadaan Pasal 1 <) ayat (6) UU No. 1 <) Tahun ·.woo perlu 

clievaluasi. 

... 
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